Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Péaher
Kabupaten/Kota perlu membentuk Lambang Daerah yang
merupakan identitas daerah yang menggambarkan rikjsto
geografis, kultur, semangat dan harapan masyarakat;

b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raydasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupéién
Raya,

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kejsataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Mondo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoA®2i8)3

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarayarde
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retalkan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan ripéhe
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20@tartg
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)gabmna
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TahuB 20
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Moo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vw4 )4

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tBaneRuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Moo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffis)4

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Petukan
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Baratnjbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 ngntambang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahuBl 19
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 rignRanji dan
Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indoriesian
1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia
Nomor 1635) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958rigrf@&nggunaan
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik IndonabiaT
1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repuldidniesia
Nomor 1636);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 igrieembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintBhanah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot&mnfaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007angntambang
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@7 20
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4790);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 200&rignTata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nak6a,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noff@t )4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Menetapkan

dan
BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
BAB |

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya dan @atinDaerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,;

Bupati adalah Bupati Kubu Raya;



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan PedamakRrakyat
Daerah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disingleiRRD,

5. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbtur&iu bagi
masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan ddatam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkaaidgeng terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daekambaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB I
JENISLAMBANG DAERAH
Pasal 2
(1) Lambang Daerah meliputi :
a. logo;
b. hymne;

c. bendera; dan
d. bendera jabatan kepala daerah.

(2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat efiggamana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkanRmaturan Daerah ini.

BAB I11
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda idedi¢ieaah.
(2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatoaial budaya
masyarkat daerah dalam Negara Kesatuan Repubbkésia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol Kedaulatenaba

BAB IV
DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Pertama
Arti/Makna Bentuk Logo

Pasal 5

(1) Logo berbentuk perisalengan garis lengkung dan garis lurus menyatu
berwarna hitam dan biru didalamnya, mengandungbahiva wilayah
Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah daratan dan-pulau yang
dipisahkan oleh sungai dan laut, serta mempungéengi sebagai
daerah lalu lintas perdagangan dan pariwisata.

(2) Ditengah logo terdapat benteng (kubu pertahanangy y#erdiri dari 9
bagian yaitu 1 ditengah, 4 disisi kanan dan 4 idigisi, yang



mengandung arti bahwa Kabupaten Kubu Raya padgsagtentukan
terdiri dari 9 Kecamatan, dengan pusat pemerintabarada di
Kecamatan Sungai Raya.

(3) Pada sisi kanan benteng terdapat butiran padg parjumlah 17 dan
pada sisi kirinya terdapat 7 lembar daun kelapa yaerpangkal pada
angka 2007 dibawahnya terdapat tulisan Kubu Ragag ynengandung
arti bahwa berdirinya Kabupaten Kubu Raya padagaing7 Juli 2007.
Butiran padi dan lembar daun kelapa menunjukan baKabupaten
Kubu Raya merupakan daerah dengan potensi hadianmar dan
perkebunan yang subur.

(4) Pada sisi bawah benteng terbentang perahu yangrsaeedan dengan
riak ombak di depannya dan layar mengembang sartg perahu yang
kokoh, mengandung arti transportasi air sebagaiianéalu lintas
perdagangan hasil usaha keras masyarakat yaitl laasi pertanian,
perkebunan, industri dan tambang, menuju kehidypaig bermartabat
dan sejahtera.

(5) Pada sisi atas benteng terdapat bintang segi lanaedam sinar yang
memancar mengandung arti Pancasila sebagai ddaar deewujudkan
enam harapan masyarakat yang tertib, aman, mudayapan, adil dan
merata, makmur, indah, lestari, beriman dan beagalam ridho
Tuhan Yang Maha Esa.

(6) Pada sisi paling bawah terdapat pita bertuliskanbuKuRaya,
mengandung arti budaya masyarakat Kubu Raya heteraglalu
bersatu, harmonis sebagai pencerminan rasa persgdondkesatuan.

Bagian Kedua
Makna Komposis Warna L ogo

Pasal 6

(1) Warna dasar biru laut, melambangkan keyakinan. Bendaerah
perairan sebagai pemisah daratan, tetapi masyayakat lautan raya
sangat berpotensi dengan hasil lautnya juga sebkgai lintas
pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kerjasama (édiang
pariwisata dan perdagangan baik Nasional maupenmiasional.

(2) Warna hitam, melambangkan perjuangan dan kerjask&@am

menggali dan mengelolah potensi daerah menuju mastaadil dan
makmur.

(3) Warna merah dan putih melambangkan keberanianemrcian. Berani
bersaing dengan daerah lain atas dasar keberaammkegucian jiwa di
bawah panji Merah Putih Negara Kesatuan Repubtlkriesia.

(4) Warna hijau melambangkan kesuburan. Dengan potelagrah
pertanian dan perkebunan yang subur menjadikaryarsdsat yang
produktif bekerja sesuai dengan keahlian dan kermampya dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi selpagainjang.

(5) Warna kuning emas melambangkan keagungan, beraavals€jarah
perjuangan mengusir penjajah oleh pejuang-pejuary iRaya.



Bagian Ketiga
Hymne

Pasal 7

(1) Hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksudndaksal 2
ayat (1) huruf b berbentuk puisi atau syair yangys mengajak
masyarakat Kabupaten Kubu Raya untuk membangun aldaer
melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuankdaikunan
nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesa®Reapublik
Indonesia.

(2) Puisi atau syair hymne Kabupaten Kubu Raya seivegea dimaksud
pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancisil&ndang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seztapartentangkan
suku, agama, ras dan antar golongan.

(3) Puisi atau syair hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaindimaksud
pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pgholaiau
keseluruhannya dengan puisi atau syair hymne agsinierlarang atau
organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan/separatis.

(4) Hymne Kabupaten Kubu Raya dapat ditetapkan dengamperhatikan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundangngadh.

(5) Puisi atau syair hymne daerah sebagaimana dimabadd ayat (1)
menggunakan Bahasa Indonesia.

(6) Dalam hal puisi atau syair hymne daerah sebagairdanaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menggunakan Bahasa Indonesia.

Bagian Keempat
Bendera

Pasal 8

Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dergman panjang dan
lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) dengan warnardasang kehijau-hijauan
yang ditengah-tengahnya memuat logo daerah.

Bagian Kelima
Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 9

(1) Desain bendera jabatan kepala daerah sebagainmaakstid pada Pasal
2 huruf d berbentuk segi empat panjang, yang pgnja 30 (tiga
puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sestér dan di tengah-
tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengaa @asar biru.

(2) Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan kegeiahdberwarna
perak dengan pinggiran berwarna perak.



BABV
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

(1) Logo Daerah wajib digunakan pada bangunan resmieRetahan
Daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabopdan kota, kop
surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, rk&kettamatan atau
nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambétalarkelengkapan
busana.

(2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resnpialdeDaerah
dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

(3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjiang akan
ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitraakeaglan/lembaga
dari luar negeri.

Pasal 11

(1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daeraht dgggadengarkan
setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upaaasbari besar
kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang taeratd

(2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuamir&epala
Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari legenn

Pasal 12

(1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendampeindeBa Negara
pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapulzatgsan antar
provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lenai@iagambar dan/atau
kelengkapan busana

(2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendampimdeBe Negara,
ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dad&a Negara.

(3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkarmdpirtemuan
resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/leentdag luar negeri.

(4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalaampant resmi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selpggaamping
Bendera Negara.

Pasal 13

(1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan padaterddinas/resmi
kepala daerah diluar bagian depan ditengah-tengah.

(2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimglesiad ayat (1)
digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kex@ydi daerah dan
upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14
(1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaidiaraksud

dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditempatkan di balgian dan/atau di
bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.



(2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan pmmerintahan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dagltikiin pada papan
nama:

a. Kantor Kepala Daerah;

b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterukriya;

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DaeBalretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecanata
Kelurahan dan Desa;

d. Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

e. Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik PemahrDaerah.

(3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunani rgsmerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak teiggi atau
sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

(4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan Resmerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakpacan:

a. Ruang kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabopldtibu
Raya ;

c. Ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daeaatorkkecamatan
dan kantor kelurahan/desa,;

d. Ruang tamu dirumah jabatan Kepala Daerah dan Wé&bgala
Daerah;

e. Ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikaang guru,
ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuardanlauang tamu
pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milikm&entah
Daerah.

(5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunami res
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pad#@dayatak lebih
tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lag\Nagara.

Pasal 15

(1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama delogan lémbaga
lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka tdanfaang tertutup.

(2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komadséllebih tinggi
dari posisi logo daerah.

Pasal 16

(1) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuga kerangkat
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayditéfpatkan di
bagian atas posisi tengah kertas.

(2) Logo Daerah pada stempel Dewan Perwakilan Rakyataerdh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditearp dibagian
paling atas posisi tengah kertas.

Pasal 17
(1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atalagadan/atau

kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasayat (1)
ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah bajutaja



(2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gaddrdatau
kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada 1gyatdgk lebih
tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana fagiegara.

Pasal 18

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara mengadir hari-hari besar
kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahualjasan/atau upacara/apel
bendera lainnya.

Pasal 19

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tarida &atar provinsi,
kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam R@sayat (1)
ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbubumbadan usaha
komersial.

Pasal 20

(1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencanagatabar dan/atau
kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasayat (1)
ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah bajutaja

(2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atauargalauiyatau
kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada lgyttak lebih
tinggi atau sejajar dari lencana lambang Negara.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penggunaanpdaempatan,
serta sosialisasi lambang daerah Kabupaten Kupa.Ra

(2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayadifdporkan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kafitaa Barat.

(3) Pedoman pembinaan terhadap penggunaan dan penemzaida
sosialisasi lambang daerah Kabupaten Kubu Rayapatikan oleh
Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui GubernKalimantan
Barat.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Barang siapa yang merusak, menghina dan/atau nadgyadakan
Lambang Daerah dikenakan sanksi kurungan paling Bugenam) bulan
dan denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (Dua pliml juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (ITrupaiean
pelanggaran.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tdkdmtung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Lambangabdmarus sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturaer8aini akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati maupun Kepumu8upati,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulalddas pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#&abupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 September 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, Patateri Daerah
mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyataknenjaga persatuan,
kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan sdaial budaya masyarakat
daerah antara lain direfleksikan dalam lambang allaesebagai tanda identitas,
lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapsyarakat daerah dan
semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudie@apan dimaksud.
Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyaraleerah, sehingga
pemerintah daerah menuangkannya dalam peratureahda@sing-masing.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembantkikbupaten Kubu
Raya telah mengatur hal-hal yang terkait dengarbdenm daerah, yang tujuannya
antara lain untuk melestarikan nilai sosial budagesyarakatnya.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan adanysygberan mengenai
lambang daerah untuk menjadi pedoman bagi pemeriahupaten Kubu Raya dan
masyarakat diseluruh daerah Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Daerah ini menetapkan kriteria lambangratta kedudukan dan
fungsi, desain penggunaan dan penempatan, pembikatentuan pidana dan
ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan desain lambang daerah datentuan ini ialah
lambang daerah Kabupaten Kubu Raya.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (4)

Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah ghidtasang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketenini
meliputi letter of intent, memorandum of understanding,
administrative, and plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuznadalah dipasang
dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengangiilagu/himne daerah.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2008
TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

A. LOGO DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

KABUPATEN




B. HYMNE DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HYMNE KUBU RAYA
Cipt. Wahidin
“l4Do=F
ANDANTE MAESTOSO

5/13.4 3 213.1 0 16 7 1 2|7 .. 5

Se bening em bun pai Se pu th me la ti lu
6 . 6 7/1.5 332 2 6 1,7 . . 5/3.4 3 2
kis an cin ta ku pa da mah ter cin ta hu tama ut dan
3.101/6 7 1 2|7 . . 5|6 . 6 7|1.5 33
su ngai lim pah an rah mat Nya sum ber ke mak man harap
2 2 6 7/1. .5 54343213 2.55|4.34321
an ma sa de pan ku bhak ti kavajdan ra ga ku 'tuk mebangun tanah terc
2. . 5543432132 .22|2 55 A|5 . . 5
ta me nu jumasadepannanja ypanca si la A sas nya ber
3.4 3 2/3.120 16 7 1 27 . . 56 . 6 7
sa ma ki ta bi na ke .kun an war ga se jah tra A

1.5 3 3|2 2 6 7|1 .
ba di KUBURA YA ter cin ta



C. BENDERA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Kuning Emas

D. BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Warna Perak

30cm

A

v

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,
ttd

KAMARUZZAMAN
Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 /9 /2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd
ABDUL WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 01
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

MUSTAFA



KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
SUNGAI RAYA, 12 SEPTEMBER 2008




